WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 2]  TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
' DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kola
Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

| Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Palembang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Palembang dibidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan
keluarga sejahtera, maka dalam upaya mengoptimalkan tugas
pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan pada tingkat operasional serta dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakal, perlu membentuk
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
periu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan.

ilengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat |l dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Rl Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1874 Nomeor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Rl Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3880);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);



iﬂanutapkan

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasl Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembeniukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 10 Nomor 2008).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DI KECAMATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Palembang.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palermbang.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan Kota Palembanag.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kota Palembang.

9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kota Palembang.

10. Kepala Bidang adalah Seluruh Kepala Bidang Pada Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota
Palembang.

11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kota Palembang, yang dipimpin oleh Camat.

12. Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat UPTB

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah

seluruh UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan di Kecamatan yang merupakan unsur pelaksana teknis

operasional Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan Kota Palembang.
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13.

14.

15.

16.

(M

(2)

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan yang selanjulnya disingkat Kepala
UPTB adalah Kepala UPTB Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata
Usaha pada UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan di Kecamatan.

Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional
pada UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
di Kecamatan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipll yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang
sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

BAB Il
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di
Kecamatan.
UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a,

b.

C.

UPTB Keluarga Berencana dan
Kecamatan llir Timur L.
UPTB Keluarga Berencana
Kecamatan Kemuning.
UPTB Keluarga Berencana
Kecamatan lir Timur II.
UPTB Keluarga Berencana
Kecamatan Kalidoni.

UPTB Keluarga Berencana
Kecamatan Sako.

UPTB Keluarga Berencana dan
Kecamatan Sematang Borang.
UPTB Keluarga Berencana dan
Kecamatan llir Barat |.

UPTB Keluarga Berencana dan
Kecamatan Bukit Kecil.

UPTB Keluarga Berencana dan
Kecamatan llir Barat Il.

UPTB Keluarga Berencana dan
Kecamatan Gandus.

UPTB Keluarga Berencana dan
Kecamatan Sukarami.

UPTB Keluarga Berencana dan
Kecamatan Alang-Alang Lebar.

dan
dan
dan

dan

. UPTB Keluarga Berencana dan

Kecamatan Seberang Ulu L.
UPTB Keluarga Berencana dan
Kecamatan Kertapati.

UPTB Keluarga Berencana dan
Kecamatan Seberang Ulu |l
UPTB Keluarga Berencana dan
Kecamatan Plaju.

Pemberdayaan
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Pemberdayaan

Pemberdayaan

Perempuan
Perempuan
Perempuan
Perempuan
Perempuan
Perempuan
Perempuan
Perempuan
Perempuan
Perempuan
Perempuan
Perempuan
Perempuan
Perempuan
Perempuan

Perempuan



BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di
Kecamatan dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Dalam kedudukannya tersebut, secara administrasi dibina oleh
Sekretaris dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala
Bidang.

Pasal 4

UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian (ugas
operasional Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan di wilayah kecamatan meliputi penyuluhan keluarga
berencana dan pelaksanaan-pelaksanaan program pemberdayaan
perempuan di kecamatan sesual dengan kewenangan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di

Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional keluarga berencana
dan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan.

b. Pendataan keluarga berencana di kecamatan.

¢c. Pengendalian dan pengawasan fterhadap kegiatan keluarga
berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan.

d. Fasilitasi penyelenggaraan scsialisasi dan penyuluhan keluarga
berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan.

e. Monitoring dan evaluasi kegiatan keluarga berencana dan

pemberdayaan perempuan di kecamatan

Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.

g. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Badan
melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.

o |

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTB Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan terdiri dari :
a. Kepala.
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
¢. Petugas Teknis Operasional.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTB Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.



Baglan Pertama
Kepala UPTB

Pasal 7

Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan
pelaksanaan sebagian tugas operasional Badan Keluarga Barencana
dan Pemberdayaan Perempuan di kecamatan sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

Kepala UPTB mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja di wilayah kecamatan dan
memantau pelaksanaannya.

b. Pelaksanaan menghimpun dan mengelola hasil kegiatan tingkat
kecamatan.

c. Pelaksanaan pembinaan dan penilaian terhadap pembinaan
keluarga berencana tingkat kelurahan.

d. Pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan pemberdayaan
perempuan tingkat kecamatan dan hasil dar penjabaran kegiatan

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota
Palembang.

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan tingkat

kecamatan.

Pelaksanaan pendataan tingkat kecamatan.

Pelaksanaan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan keluarga berencana dan

pemberdayaan perempuan pada wilayah kecamatan.

i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait
lainnya.

J- Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Badan.

k. Penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTB.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi
umum, kepegawaian dan keuangan.

T@

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan
kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Penyelenggaraan pengelolaan wurusan sural menyurat dan

kearsipan.

Pengelolaan administrasi keuangan.

. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

. Pembuatan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTB.
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Bagian Ketiga
Petugas Teknis Operasional

Pasal 11

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan
kegiatan tugas |lapangan, pengawasan terhadap pembinaan penyuluh

keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan pada wilayah
kecamatan.

Pasal 12

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan Inventarisasi (Survey) dan pengawasan keluarga
berencana dan pemberdayaan perempuan.

b. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi keluarga berencana dan
pemberdayaan parempuan.

¢. Pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana, keluarga sejahtera
dan pemberdayaan perempuan.

d. Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan peserta keluarga
berencana dan pemberdayaan perempuan.

e. Pelaksanaan menghimpun dan mengelola hasil pendataan serta
membina kelompok-kelompok akseptor KB di tingkat kelurahan.

f. Pelaksanaan pembinaan terhadap Institusi Masyarakatl Perkotaan
(IMP}).

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan keluarga berencana,
keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan tingkat
kelurahan.

h. Pelaksanaan laporan bulanan, ftriwulan, semesteran tingkat
kelurahan.

i. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi UPTB Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan keahlian yang
dibutuhkan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumiah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai
dengan bidang tugasnya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTB Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan
instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 15

Kepala UPTB dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada
kebijakan yang ditelapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Kepala UPTB wajilb memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan lugas bawahannya dan apabila terjadi
penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperiukan dan
melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Badan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Sub Bagian, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok
Jabatan Fungsional bertanggungiawab kepada Kepala UPTB
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 17
Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional
dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTB Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan diangkat dan
diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Badan.

BAB VII
' KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hathal yang bersifal teknis, sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

' Palembang
Ditetapkan di Palembang
padatanggal 27 April 2008
AUKOTA PALEMBANG,
Divndsngkan di Paiambang H)EDDY SANTANA PUTRA

pads terpna! L7 ~4=2009
EENFETARIS DAERAH

Drs. o Marwan I‘ll--':.ﬁ_‘;ﬂj L
BERITA CACRAH KOTA PALEMBANT
TAHUH 200G  Nomom 2|



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
(UPTB) KELUARGA EEHED-CANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DI RECAMATAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSTONAL

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR

TAMGGAL

TENTANG :

KEPALA UPTB

wnderghean di Palambang
pude $nrpoal 27 &} - 2009
CERFETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Lr T Marwin Hasmen, M. 81

BLRITA DAEMAH KOTA PALEMBAN"
TAHUN 200G NOWOR 2|

D 2] TAHUN 2009

AF_ateil 2000 .
PEMEENWMN U|'~I1T PELAKS#NA TEKNIS BAD#N (UF'TB)
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DI KFCAMATAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

PETUGAS TEKNIS
OPERASIONAL

WALIKOTA PALEMBANG,




